
BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.539. 2022 KEMENKEU. Perdagangan Barang Persetujuan 

Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi. 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 
Republik India. Perubahan. 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 92/PMK.010/2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 47/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK 

DALAM RANGKA PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG 

DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA 

EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA 

ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA (ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perdagangan 

barang antara negara-negara anggota Perhimpunan 

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, 

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif 

bea masuk atas barang impor dalam rangka Persetujuan 

Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan 

Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi 

Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara dan Republik Indonesia dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2022 tentang 

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan 

Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan 

Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi 
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Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade 

Area); 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi 

Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam 

Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama 

Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara dan Republik India dalam rangka 

fasilitasi importasi barang dari Republik India serta 

untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna 

jasa, perlu melakukan penyempurnaan terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2022 

tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka 

Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam 

Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama 

Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India 

Free Trade Area); 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang 

Pengesahan Agreement on Trade in Goods Under the 

Framework Agreement on Comprehensive Economic 

Cooperation Between the Association of Southeast Asian 

Nations and The Republic of India (Persetujuan mengenai 

Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja 

Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan 

Republik India) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 77); 

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1031); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 

tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan 

Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2022 

tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka 

Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam 

Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama 

Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India 

Free Trade Area) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 347); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

47/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA 

MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN MENGENAI 

PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA 
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KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH 

ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA 

DAN REPUBLIK INDIA (ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA). 

 

Pasal I 

Pos tarif 9031.20.00 sebagaimana tercantum dalam Nomor 

10956 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

47/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam 

rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam 

Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi 

Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade Area) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 347), 

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, uraian 

barang dalam pos tarif 9031.20.00 sebagaimana 

tercantum dalam Nomor 10956 Lampiran Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2022 tentang 

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan 

Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan 

Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi 

Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara dan Republik India (ASEAN-India Free Trade 

Area) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 347), terhitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai 

dengan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini 

menggunakan uraian barang sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Mei 2022 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

ttd 

 

SRI MULYANI INDRAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Juni 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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